BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai keabsahan

serta kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik dalam perjanjian kredit

perbankan menurut hukum positif Indonesia, kesimpulan yang dapat ditarik

adalah sebagai berikut:

1.

Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Perjanjian Kredit
Perbankan diakui dan memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi
syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata (kesepakatan,
kecakapan, objek tertentu, dan sebab halal) serta memenuhi enam unsur
Pasal 11 UU ITE yang mengatur autentikasi, integritas, dan persetujuan
penanda tangan. Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai sarana
identifikasi dan persetujuan para pihak melalui mekanisme seperti click-
wrap agreement, OTP, biometrik, dan e-KYC. Pengaturannya diperkuat
oleh PP Nomor 71 Tahun 2019 yang membedakan tanda tangan elektronik
tersertifikasi dan tidak tersertifikasi, serta UU Bea Meterai yang mengakui
e-meterai.

Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dalam Perjanjian Kredit
Perbankan Apabila Terjadi Sengketa ditentukan oleh jenis tanda tangan
elektronik, keandalan sistem elektronik, serta terpenuhinya unsur

autentikasi, integritas data, dan non-repudiation. Tanda tangan elektronik
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tersertifikasi memiliki kekuatan pembuktian lebih tinggi karena didukung
sertifikat elektronik, kriptografi, timestamp, hash function, audit trail, dan
log sistem yang memperkuat pembuktian identitas serta keterlibatan para
pihak. Sebaliknya, tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi memiliki nilai
pembuktian lebih lemah karena lebih rentan terhadap penyangkalan. Dalam
menilai alat bukti elektronik, hakim mempertimbangkan identitas penanda
tangan, keaslian dokumen, keamanan dan reliabilitas sistem, kemudahan
verifikasi, serta data pendukung lainnya. E-meterai tidak menentukan
keabsahan perjanjian, tetapi memperkuat pemenuhan aspek formal
pembuktian.
B. SARAN
Berdasarkan analisis yuridis keabsahan dan kekuatan pembuktian tanda
tangan elektronik dalam perjanjian kredit perbankan di Indonesia, saran yang
dapat diberikan adalah:

1. Terkait keabsahan penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian
kredit perbankan, bank disarankan untuk mengutamakan penggunaan tanda
tangan elektronik tersertifikasi yang diterbitkan oleh Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik (PSrE) terakreditasi serta memastikan bahwa proses
penandatanganan elektronik memenuhi persyaratan Pasal 11 UU ITE dan
syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Selain itu, bank perlu menerapkan mekanisme persetujuan elektronik yang

transparan melalui click-wrap agreement, autentikasi yang andal, serta
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penggunaan e-meterai dan penyimpanan audit trail guna menjamin
keabsahan perjanjian dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

. Terkait kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik dalam sengketa
perjanjian kredit perbankan, bank disarankan untuk menggunakan tanda
tangan elektronik tersertifikasi yang didukung sertifikat elektronik, audit
trail, timestamp, log sistem, dan mekanisme keamanan yang memadai guna
memperkuat nilai pembuktian dokumen elektronik di persidangan. Di sisi
lain, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan perlu memperkuat regulasi
mengenai pembuktian tanda tangan elektronik khusunya dengan
menetapkan  standar  pembuktian yang lebih  rinci  terhadap
autentikasi,intregitas dokumen elektronik,audit trail dan tata cara verifikasi
tanda tangan elektronik di persidangan. Pemerintah bersama
MA,OJK,BSSN, dan Kementerian Komunikasi dan Digital perlu menyusun
pedoman teknis yang seragam bagi aparat penegak hukum dalam menilai
alat bukti elektronik. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan
kepastian hukum, keseragaman penerapan hukum dan perlindungan hukum

bagi para pihak dalam transaksi elektronik.
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